PERATURAN BUPAT] JEPARA
NOMOR &9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DIN1 MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEFARA,

balwa dalam rangks menjga ketduhan Negera Kesstusn Repubik
Indoncsia serta wduk  mewujpdkan  ketentreman,  letertiban  dan
perlindungan masysrskal perii dbeotuk  Forum Kewsspadaan Dini
Masyarakat ( FKUM ) dan Dewan Pecnaschat Forum Kewaspwdasn Dini
Masyarakast ( Wonhai FKDM) Kabupstn Jcpara;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dmaksud peds hund a,
maks perls menctapkan Perstwran Bupati Jepera leniang  Podoman
Pembeniukan Forwn Kewaspsdaan Dinik Masywrsket Dan  Dewan
Penasehat Forum Kcwaspadesn Dini Masysrabou Kabupsien Jepara:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Kabupsien Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor § Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
( Lembaran Negars Republik Indonesia Talhun 1985 Nomor 44, Tambehan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3296 );

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisn Negara
Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 4168 )

Undang-lndang MNomor 3 Tabun 2002 tentang Pertshanan Negars
(Lembwrany Negars Republik indonesia Talun 2002 Nomor 3, Tambehan
Lerbarsn Negars Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tcrtang Pembenluken Persturan
Ponundang-Undangan (lLembaran Negara Republik Indonesis Tabun 2004
Nomor 53, Tmnbshan lonbeten Negama Republik Indonczia Nomor
4389,
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(Lamberan Negara Republik Indovicsia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahen
[embarsn Negara Republk Indoncsia Nomor 4437) schagaimene telab
diubab bebemps kali wermkhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tshun
2008 sentang Perobshan Kedus Alas Undang-Undang Nomor 32 Tabwm
2004 icntang Pemerintshan Decrsh { Lerbaran Negara Republik Indonesia
Talum 2008 Nomor 59, Tembehan Lemberan Negara Republik indonesia
Nownor 4344

Porsiuren Pemerintah Nomor & Talun 1988 teniang Koordinasi Keg atan
Instansi Vertikal Di Ducrah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1988 Nomor 10, Tembahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peratursn Pemcrintah Nomor 32 Talun 2007 ieniang Pembagian LUrusan
Pemwerinishan  artarn  Pemerintah, Pemerintsh Dwmerah  Provinsi, dan
Pemerintsh Katwypsien/ Kota ( Lovbwran Negarn Republk Indoessia
Tabun 2007 Nomor & Tambshan Lembaran Negars Repubiik Indoncsm
Nomor 4737 ).

Perstursn Menieri Dulam Negeri Nomor 12 Tabun 2006  tentang
Kewaspadunn Dini Masysrakat Di Daersh

Persturan Gubernur* Provinsi Jaws Tengah Nomoe 4 Tahun 2007 tentang
Pedomaen Pernbeotukzn Forum Kewsspaduan Dini Masyarakal dan Dewan
Penasehal Forum Kewaspmdsan Dini Masyaraket  Provinsi Jaws Tengah (
Lemberan Ducrab Provinsi Jawa Tengah Tabun 2007 Nowmor 4 ):

Persturan Duerabh Kabupsten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 (eniang Uirusan
Pemerintahann  Yang Menjadi Kewenangan Pemerintzhan  Deerah
Kabupsten Jepara { Lemberan Daersh Kabupaien Jepars Tahun 2008
Nomor 3, Tambaimen Lembaran Daerah Kabupaien Jepara Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORLIM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pusal |

Dalam Persturan Popati ini yang dmnaksud dengan;
1. Decrsh adalsh Ksbupsten Jepara;

2. Pemerintsh Dwcrsh adalsh Bupsti dsn Peranghkat Dwcrah schagai unsur penyclenggara
FPemeringshar: Ducrsh;
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Dusel Kekaahen adalsh Desa/ Kehurshan di Kabupaten Jepura:

Petingg adalsh schutan lxin Kepals Desa yang ada di wiayah Kabupsten Jepara;

Sstumh Perlinhmgan Masysrokat ymng sctanjutnya dischut SATLINMAS adalsh bentuk
pengoeganivasian masyarskat yang disispkan dan disemm scrta  dibekali pengetahuan dan
1ol hackai : dan indkasi tinbulnva } I ulsh =T

clernen masyarakst yung dibenuk dalam rangka menjaga dan memcl hars kewaspadaan dini
masymralost:

Bencaa adalsh peristiwa stsu rangkaian peristiva. yang discbabkan oleh perang. alam, ukh
manuia dan perycbab lainfya yang dapst mengakbetkan korban penderitaan marusia,
kerugisn haria bends, kerusskan lngkungan, kerusakan sarmna-prassrana dan fasiltas umum
serta menimbulkan gangguen terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat,
Organisssi Kemasyarakatsn yang sclanjutnya disebut Ormas adalsh organisasi non pemerintah
bervisi berbangss yang dibentuk oich warga Negara Republik Indonesia socars sukarcia,
berbadan hukum dan telah werdaftar serta bukan orgenisasi sayap partai politik;

membutuhitan  kemitasn yang scjajar dengan masysrakat lokal dalm menyeiesaikan dan
mengsiasi setiap pemassishan s0sial yeng mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat
serts kesentraman kehidupan masyaraksd sctempa,

B ABII
PEMBENTUKAN FKDM
Pusal 2

FKIM dibentuk di Kabupsten, Kecamatan dan Desa/Kelurshan.

Pembemukan FKDM sctugaimans dimaksud pada syst (1) dilzkukan oleh masyarakst dan
difasilitasi dleh Pemerintah Ducrah

FKDM schegaimana dimaksud padas syat (1) memiliki hubwngan yang bersi fat konsubatif.



Ksbupaten Jepars.

. Kecumetan di Kasbupsien Jkepare;

camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayzh kevja desa yarg bersanghutan
D’ Kcburahuns adalsh Desa/ Kclurshan di Kabupaten Jepara:

Petinggiadalsh scbutan lxin Kcpala Desa yang ada di wilayah Kabupsien Jopara;

0. Seumm Pedindungan Masywukst yang selanjutnya discbut SATLINMAS adalsh bentuk
i ketcrampian di bidmng perfndngan macysrakat ymg difimdliasi oleh pemeintsh stsu
1. Kewsspadan Dini Masyarskat adalah kondixi kzpckaxn, kesingaan dan antisipesi masymrakal
12. Forum Kewaspadsan Dini Masyarakst yang scanjutnya disingkat FKDM adaish wadah bagi
clemen masysrakast yeng dibentuk dalam rangks menjags dan memelihara kewaspadasn dini
masysrakal-

13. Bencana adulh perisiwa stsu mnghkaisn peristiva yang disebabkan olch perang, alam, ulah
kerugian harta benda, kenusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarans dan fissdas umum

 serta menimbulkan gangguan icrthadsp tata kehidupan dan penghidupan masyarakat

4. Organisasi Kemasyaralatan yang selanjutmys discbut Ormas adalah orgsnisasi non pemerintah
bervisi berbatigsa yang dbentk colch warga Negars Republik Indonesia secars sukarela,
berbadan hukum den telah terdaftar serta bukan organisssi ssyap partai politik;

15. Perpolisisn Masyarskat yang selanjutnys discbut POI.MAS mdalah model penyelcsaian yang
membutshkan kemirean yarg scisjar dergan masywrakst lokal dalem menyelesaikan dan

serta ketentraman  kehidupan masyarakst setempai;

BAB I
PEMBENTUKAN FKDM
Pusal 2

(1} FKIM dibentuk i Kabupsten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan,

(2) Pembentukan FKDM schuguimma dimsksud pada ayst (1) dilskukan oleh masysrakst dan

() FKDM schaguimana dimaksyd pada ayal (1) memiiki hubungan yang bersifat konsultatif.
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paien disctapkan dengan Koputisan Bopati ;
K ecamum ditetapkan  den gae Kepy stusan Coenad |

FKDM Desa dictapkan dengan Keputusan Petinggi.

FKDM Kelurshan disetapkan dengan Keputusan Lurah;

Pasai 4
FKDMKsbupsten schegaimana dimaksud dalam Pasal 3 gyt (1) menpunyai hugas :

A menaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasiksn data dan informasi
dalam rangka upsya pencegahan dan penanggulmgannya sccara dini dan;
b memberikan rckomendasi schagai pertimbangan begi Bupati mengenai kebjakan ymng

FKDMKccamatan scbageimana dimaksud dalem Pasal 3 syat (2) mempunyal tuges :

L menpring. menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasiken dais dan informasi
dari masyarakst dalsm lnglmgan Kecamatan mengensi potensi ancaman keamanan
goils atsy peristiwa bencana dalam rangka upeya pencegshan dan penanggulangannys
sccara dini dan ;

b memberikan rekomendasi schwgai pertimbangsn bugi Camat mengenal kebijakan yang
beckaitan dengan kewaspadaan dini masysrakal;

FKDM Desa/Kelurahan schegaimana dimsksud daium Pasal 2 ayal (3) dan Pasal 2 mymt (4)
mempuTyai Tagas :

2 menjaring, mensmpung, mengoondinasihan dan mengkomunikasikan daia dan infiormasi
penangguiangannrys secarn dini dan;
b memberikan rckomendasi sebagai pertimbangen  bagi  Petinggi/l.urah  mengenahi
kebijskan yang berkakan dengan kewsspadaan dini masysrakat;
Pasal 5

Peryelenggaraen kewaspedasn dini masymrakst d Kshupaien didelegasikan kepada Wakil
Bupes.
Penyclenggarsan kewaspudasn dini masyarakat di Wilnyah Kecamatan didelegasikan kepeda
Camat.
Penyclenggaraan kewaspadman dini masyarskat di Wilayah Desa’Kelurahan didelegaskan

Faoul 6

Keanggotsen FKDM Kabupsien £rdiri stas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi. lembaga



tokoh adet, wkoh agpuee, wheh pomeds dm elcmen masyarskst lasnnys

FKDM DesaXelurshan terchni wtas wallil-wekil onnas, pomuks masyarakst,
yarskat, den sokoh pemuds, angyets Sethwnes. dan angots Polmas werta elemen

BAB I

TATA CARA PEMBENTUKAN FKDM KABUPATEN, KECAMATAN
DAN DESA/KELURA HAN

Bagiasn Pertama

Prsal 7

1)) Pummmnwm'mmwkmpuwﬁilmduﬁmmﬁmi.
hmhnppmdidiml:htukohmymminhldu{qnbﬂlmLmbhmmhh
melsisansksn musyswarshguna membentuk FKDM Kabupaten.

(2) Musyswarsh sebagaimana dimaksud peds aym (1) dipimpin dan difasilitesi olch Kepala
Hakeshangpollinemas.

Pasal §

(1) Susunan orgenissi pengunus FKDM Kabupsien ditentukan bordasarkan hasd musyawarah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat {1).

{2) Pongurus FKDM Ksbupsten berasal dari pescrta musyawarsh yang hadir dalem musyswarsh
schagaimana dimaksud pade Pasal 7ayst (1).

Pasal ¢

Berdasarkmn hasi musyswarsh schaguimana dimaksud pads Pasdl 7, Bupeli menctapkan Keputusan
leriang Pembentukan FXDM Kabupaten.
Bagisn Kedun
Pembentukcan FKDM Kecamatan

Pasal 10

{1) Camat mengundang perwakilan den ormas, lembega pendidikan, wkob masyarakst, iokoh
diwdangnyn. wwuk melsksanakan musyswarsh guna membentuk FKDM di Kecamatan.

(z}mwmmmwmwmm.m
pembentuskan FKDM sehygai nisna dimaksud pada ayat (1),



han FKDM schaguimans dimaksud pude syt (1)

I

| deiem rangka membentuk Sumanan [T FRDMX ecamatan.

{i}meﬂmw-MMhuﬂ:mﬂ
schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayst (1)-

{IJngmnFKIMKmmhqud;himnmmnhmhndh-d-hnm
schgliunnldimakmdp-dll'ﬂlllﬂlydﬂ).
Pasul 12

Berdazarkan  hasi mylu-ilsehg:im-dinﬂud.pdn!hnl 10, Camat menctaphan
Km“mmmm

Bagizn Kctiga
Pembenmukan FKDM Desa/Kclurzhan
Pasal 13

(ljwmmmmmmlimlmﬁmmmw
whhm,mhhmtﬁmmmmnmﬂlhhmm
Wﬁwmmmmmnh pins membentuk  FKIM
Desa/Kelurahan.

{3) Musyaswarsh scbagaimana dimakswl pada ayst (1) dipimpin dan difisilitasi olch
Petinggi/Lurah,
Paxal 14

(1) Susunan organisasi  peaglrus FKIM DessKelrshan  ditenlukan  berdasarkan  hasi
tusyawarsh schagamans dimaksud dalam Pasal |3 gyt (1).

(2 Pengorus FKDM  Desa/Keurahan berasal dari peserts musyswarah yang hady dalam
musyswarsh schaganana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Perdasarkan hasi musyswarsh schagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Petinggi/l.urah menctapkan
Keputsan lontang Pembentukan FKDM Desa/Kehirahan.

BAB IiI

DEWAN PENASEHAT
FORUM KFWASPADAAN DINI MASYARAKAT { WANHAT FKDM}

Pxsal 16

(1) Dulmm rangks pembinasn FKDM dbentuk Dewan Penaschat Forum Kewaspedaan Dni
Masyarakat ( Winhat FKDM)Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa:



oyst (1) mempumysi tages .

' L Kotua : Wakil Bopati.
h Schroturts : Kepala Badan Kosatuan Bangsa, Poltik dan Perfindungen Masyarakat.
c. Anggots : instansi terkmil termasuk wakil-wakil Kepolisan Resort, Komando Distrik
Sumber Duya Mperal, Dinas Prrumshen, Taia Rusng dan Kebersihan,
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dmy Transmigrasi, Bagisn Kesejshtersn
Sckretariat Dmcrah.

{#) Kesmggoseen Dewsn Penaschat FRDM Eecamalan schapnimuns diowbsud pada syat (1)
ditetsphan oleh Bupstl dengan snusen beanggtean

a. Kctua ¢ Camat;
b. Sckretaris : Schretaris Kecamatan;
c. Anggota : Pejabet teriail di lingkat kecamala,

(5)K mggsnasn Dewan Penaschatl FKDM Desa/Kelurshan scbagaimana dimakmud pads ayst { 1)
dictapkan oich Camat dengan s ownan keanggotasn :

a Ketus :  Petinggi/Lursh;
b, Sckretaris @ Sekretaris Desa/Kehoshan,
¢ Anggita : Pejabal terknil di ingkat desa/kelurwhan;

BAB YV

PENGA WASAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

{1) Laporan pembertukan FKDM di kecamsian dan desa’kelurshan disampaikan oleh Camat,
Petinggi/Lursh paling lambst 2( dus } minggu scjak pembentukan.

{2) Laporan peisksansan, pembinaan dan pen y clnggarsan FKDM d dacrsh disampaikan oleh
Wakil Bupati kepia Bupad paling sedikil 1 { asiu) busn sekal dan sewakl-waki apabila
diperiukan.

(3) Laporsn pengawasan pclaksansan. pembinaan dan penydenggarasn FKDM di kecamstan,
desa/kelurashan disampe kan olch Camal, Petinggi/Lurah paling sedikit sctiap | { =atu ) bulan |
{ satu ) kali mtma sewakiu-waktuapsbila diperiukan



- BAB Y
PENTMAAS

. P 18

Gegads Mgy yemg limiwal achagel shilve dtetigsoe Porasaay Bugmti. dibwchaoken pade Anggarss
Pemlspaian Dis Belinis Daceah Fabagpusen lepurs

BAB VIl
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 19
Halhal yang helm dixtur dalem Peraturan Bupati ini sepanjang mengonw leknis pelaksaraswys

akan distur Jebib Lanpn dengan Keputusan Bupati.
Pasal 20

Persturan Bupati ini mulai berlsku pada nggal dundangkan .
Agar setisp orang mengriahuinya, memerintshkan pengundmgan Peramran Bupeli ini dengan
pencmpetannys dalam Beria Deerah Kabupaten Jepara,

Drtctaphan & Jepears
pucle mnygat 28 Qeaombeor 20O

BUPAT] JEPARA.

= HENDRO MARTOJO
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20i0 NOMOR 541



